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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peratqran Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang
Pengelola.ag Ker-l.angan Daerah dan Pasal 3 ayat {1} Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan

Regional, perlu menetapkan Perafirran Bupati tentang standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2O2t;

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2aa2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten

sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a356);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan

Peraturan Perrrndang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5294],, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Al9 tentang

Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2oLL

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2at4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2oL4 tentang Administrasi

Pemerintahan (I",embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56O1);

T. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2OL4 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan P4ak yang berlaku

pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2aL6 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al6

Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun zALg tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2AL6 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2a16 Nomor 263, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor596o};

10. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2oL7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggasaafl Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6061);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 2,Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 61781;

12. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2al9 Nomor 42, Tasrbahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;



(")

13. peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2o2O tentang standar

Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20g6l, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 8o

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L57l;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19

tentang sistem Informasi Pemerinta.h Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 1" 1l-a);

1-8. Peratlfra-n Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019

tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatr-lr

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2aL9 Nornor Laa7l;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Nomor 8 Tahun 2aI4 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun zArc tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2oL4 Nomor 8, Tambahan L,embaran

Daerah Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 2O2A Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Timur Nomor 5O);

21. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar

Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Tahun 2OL4 Nomor 3O);



Menetapkan :

[fi81]{UTUSI{AI{ I

PTRATURAIII BUPATI TENTAT{G STAI{DAR I{ARGA SATUA$

TAHUIE A}IGGARAI'{ 2A2L.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggafaan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah d"an Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasfiya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud calam Undang-undang Dasar Negara trtepublik

Indonesia Tahun 1945.

Z. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

peraerintaltan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Provinsi adalah Provinsi Kalimaltan Tengah'

4. Daerah adaiah Kabupaten Barito Timur'
5. Bupati adalah Bupati Barito Timur'
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Barito Timur'

T.AparaturSipilNegarayaxgselanjutrryadisingkatASN
ada]ahpr+fesibagiPegawaiNegeriSipiidanPegawai
pesrerinta}. dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi Pemerintah-
8, Non ASN adalah selain ASN yang melaksarrakal1 tugas atau

mernbarrtu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya-
g. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adala.h perangkat daerah pada Pemerintah Daeratr

yangmelaksalakanUrusanPemerintalranDaerah.
1O. pengguna Anggararl yaI1g selanjutrrya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan perrggurraarr anggararr

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang

dipimpinrrya.
1 1. Kuasa Pengguna Aaggarafr yang selaljutnya disingkat KPA

adalah pejahat yang diberi kuasa untuk meiaksanakan

sebagian kewenangan PA dalam meiaksanakan sebagian tugas

dan fungsi SKPD-

12. Pejabat Pembuat Kornitrnen yang selanjutnya disingkat. PPK

adalah pejabat yang diberi kewenarrgan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan danl atau melakukan tindakan yalg
dapat rnengakibatkarr pengeluaran arrggararr belanja

dae rah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK a.dalah pejabat pada unit kerja sKPD yang

rnelaksatrakan satu atau bekrapa kegiate-n dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya'



14. Perangkat Daerah yang selanjutrrya d.isingkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewa.n Perwakila-n Rakryat

Daerah dalam penyelenggaraarr pemerintahan urllsan
pemerirrtalrarryangmenjadikewenanganDaera}r.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disi11gkat AptsD adatah rencarta keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui trersarna

oleh pernerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat

daerah {DPRD}, yarrg ditetapka-r: dengan Peraturan Daera}r'

16. Anggaral Pend.apatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalali rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Feraturan Daerah"

1?. Dakumef,r Pelaksana.an Anggara.n satuan Kerja Perangkat

DaerahyangselanjutnyadisingkatDPA-SKPDadalah
dokumen yang memuat pe ndapatan, beianja dan
pem"biayaa.nyangdigunakansetragaidasarpelaksa"naan
anggaran oleh perrgguna arrggararr'

18" $atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selaljutnya

disingkat SKPKD adaiah unsur penunjang Urusan Pemerintahan

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan

Keuangan Daerah.
19. Pejabat PeLaksarra Teknis Kegiatan yang sela.njutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja sKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

pragram sesuai dengaa bidang tugasn3ra'

2O. Pejatiat Pelgelola Keuapgan Daerah yaxg selanjutrrya
disingkat PPKD adalah kepaia satuan keda pengelola

keuanga:r daerah yang setranjutnya disebut dengarr Kepala

SKPKD yang mempurryai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah-

21. Tim Ar:.ggaran Peri1erintah Daerah yafig selarrjutnya
disingkat TAI}D adalah tirn yang dibrentuk dengan Keputusan
Kepala Daerah dan d.ipirnpin oleh Sekretaris Daeral:r yang

rrrempunyai tugas merryiapkan serta rael*-ksanakan
kebiiakan kepala daerah dalarn rangka penjrusllnal} APBD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,

PPKD dan pejab,at lainnya sesuai dengan kebrrtrr}.a11"

22. Fl:;n{al:ara Penerirnaan adalah pejabat fi-rngsional yar:g

ditunjuk untuk menerirna, menyimPflfl, menyetorkan,
lnenatal.lsahakan, dalx rnempertanggungiawabkarr uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaa.I1 APBD pad"a

SKPD.
23. Eenda}"ara Pengeluaran adalah pejatrat fungsional ya:rg

ditunjuk n0errerima, menyirrrpa*, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang

untuk keperluan belanja d.aerah daiam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

24. Kelornpok Kerja Pemilihan adalah surnber daya' manusia
yaxg ditetapkan oleh pirnpinan unit Kerja Perrga"daafl

Barat1g dan Jasa untuk mengelala pernilikran Penyedia.



25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsionalf personel yang bertugas melaksanakan

Perrgad.aanLangsung,Penunjukanl-angsung'dan/ataue-
purch*sing.

26. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat trjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
firngsionall persone 1 yang fuertugas memeriksa administrasi
hasil pekedaan Pengadaan Barang/Jasa'

27. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang sela.*jutreya

disingkat FPHP adalah tiln yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaaa Pengadaan Bara.ngl Jasa.

28. Standar Biaya adalah satuan biaya ya*g ditetapkal sebagai

acuan penghitungan kebututran anggarafl daiam Rencana Kerja

Anggaran satual Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar

Harga Satuan maupun Standar Biaya Keluaran'

29. Stand.ar Harga satuan PelIrerinta}. Daerah adalah Harga

satuan barang dan jasa dengan mempertirnbangkaa tingkat
kemahalan yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan

Peratrrrarr Bupati berdasa:"kan Feratr:.rag Perudang-

Undangan Yang berlaku.
3O. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada r'vaktu

terlentu untuk penghitungan tliaya kornponen masukan

kegiatan.
31. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang rnerupakan

gabungar: beberapa barang/jasa nlasukan untuk penghitungan

biaya kcmPonen masukan kegiatan.

32. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran

tertentu yang rnerupakaa akumulasi hiaya komponen masukan

kegiatan.

BA3 II
hfiAirsul}, TTIJTIAIS, DAII ArrAr{G LMGNTIP

Pasal 2

Maksud dari Peraturarr Bupati ini adalah sebagai pedolrran

bagi SKPD dalam penyusunan standar Harga satuan di
lingkungan Pemerinteh Daerah untuk peiaksaaaan kegiatan;

?ujuan dari Peraturan Bupati ini ada-iah untuk
meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan
kegiatan lebih efektifdan efisien dal mencapai sasafart yang

tetrah ditetapkan;
ste-nd"ar Harga satuan regional digr:.nakan dalam
perellca.fiaeifr. dan pelaksanaarr a-rrggara.n pendapata1l darr

belanja daeral.;
Dalam perencarraan anggaran, standar Harga satuan

berfungsi sebaga.i:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilarnpaui

da]am perryusllrta.n rertcana kerja dan anggararr satUan
kerja perangkat daerah;

b. referensi trren3'xsu.nan proyeksi prakiraan maju; dalr
c. bahan penghitunga.n pagu indikatif anggaran

pendapatan dan belaaja daeratr-

(1)

i2)

(3i

(4i



{s} Dalam pelaksarraan anggararr, standar Harga satuan

berfungsi sebagai:
a" Lratas tertinggi yang besararrnya tidak dapat dilarnpaui

dalam pelaksana.e.n anggaran keqiatan; dan
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yafig

dapat dilampaui karena k*ndisi tertentu, termasuk karena

adanya kenaikan harga Pasar"
KepaJa Daerah menetapkan standar Harga satuan Lriaya

hoaorarium beryredcflea1l pada Standar Harga Satua'$

sebagaimana diatur daiam ayat {1} dengan mernperhatikan
prin sip efisierrsi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran'
Kepala Daerah dapat rnerretapkan standar Harga satuan selain

seba.gaimana dir:ra.ksud pada ayat {6} dengan memperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran

se suai dengan keterrtuas peraturan perundang-undari-gan.

Pasal 3

Ruang lkrgkup Per:aturan Bupati ini meliputi:
a. satuan biaya honorarium;
b. satu"al biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. satuan biaya rapat/pertemuan di dala:n dan di 1ua-r ka1ltor;

d. satuan biaya pengadaaa kendaraan dinas; dan
e. satuat biaYa Pemeliharaan.

BAE III
SA?UAI'[ BIAYA HT}I{ORARTU}I

Bagian kesatu
Umum

Pasal 4

Ha&orarium dapat diberikan kepada AsN dan Non ASN yang

melaksalakan dan mendukung kegiatan pada SKI}D.

Pasal 5

satuaE biaya Honorarirum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a meliPuti:
a. tronorarirrm Penanggung Jarrab Fengelola Keuangarr

diberikan kePada:
1. PA;
2. PPKD/KPA;
3. PPTK;
4. PPKSKPD;
5. Pembantu PPK SKPD;
6. PPKSKPD Fernbantu;
7. Bendakrara Pengeluaran atau Bendatrara Penerirrra;

8. Bend.aleara Pengeluaran Perrrbantu atau Berrdateara

Penerirna Pembantr:.;
L Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu

Bendahara Penerima;
1O. Pengurrrs Bara-ng; dan
1 tr. Pernbantrr Pengurus Barang-

(6i

(7\



L|. hanorarium Pengadaa-n Bara.ngfJasa ditrcrikan kepada:

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
2. Kelonnpok Kerja Perrilihan Pengad.aarr Baraag/Jasa;
3. PA;
4. PPK;
s. PjPHP; dan
6. F.FHP.
7. Honorarium pejabat/pegawai pengadaan barang/ jasa

tidak daPat diberikan dalam hal:
1i pejatrat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja

pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima

tuajargan pengelola pengadaaan barang/jasa; daa I atau

2) perangkat uKPB.i sudah merupakan str-uktur orgartisasi

tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen

tambahanpenghasilansesuaidenganketentuart
peraturaa Perundang-undangan'

leonararium Narasumber atau Pembahas, PemLrawa Acara'

Tim dan Panitia diberikan kePada :

1. Nara Sr:.mber atau Pembakra's;

2. Moderator;
3. Pembawa Acara;
4. Pan"itia;
5. Tim Pelaksa.na Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana"

kegiata-n;
6. Pernberi Keterangan Ah1i, saksi Ahli dan Beracara;

7. Penyuluh atau PendamPingan;
B. Roleanirvan;
g. Tim Perryusurr .Jurnal, BtLletin, Majatah' Pengelola

Tekrrologiinforrnasid"arrPerrgelellaWebsite;
1O. Penyelengga.ra Ujian;
11. Penuiisan butir soal tingkat ka-br:paten;

12. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

13. Honararium Tim Review Pengawasan.;

14. Tim Anggaran Pemerintah Daeratr;

Bagiaa l(edsa
H onorariu m Penanggu ngjawab Pengelola Keuafl garr

Pasal 6

Hcnorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

ditrerikan Lrerd"asarkan besararr pagu yang dikelola

sebagaimana. dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Dala1}ahalpenarrggungjawabpengelolakeua"nganyaflg
Inengelola lebih dari 1 (satui DPA dapat diberikan
ht:rr*rari""rm sesuai deagan.jumlah DPA yang dikelcla;
Dalarn hal PA tidak rnelixrpatrkan sebagian kewel}arrgan

kepada KPA, PA dapat diberikan Lronorarium yang

be sa.rannya sama dengan KPA;

Jumiah kesehrruhan alokasi dana untuk honarariurn
penanggungjawab perrgelola keuangan dalam 1 {satu}
tahun al}ggara,l paiing banyak 10% {sepullrtr persen} dari

pagu yang dikelola;

C.

(1)

t2i

{3}

t4l



{1)

{2}

i5)Dalamhaibendaharapengeluaranataubendalrara
penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara,

tidak diberikan tronorarium.

B*glal* Ketiga
Honorarium Pergadaan BaranglJasa

Pasal ?

Honorarium Pengad.aan BaranglJasa diberikan kepada ASN

yallg rnelaksanakarr perailitr.an penyedia Barang/ Jasa;

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaiamarra

dirnaksud pada ayat {u diberikan kepada Pejabat,

Kelornpok Kerja Pemilihan Pengadaan EaranglJasa, PA

dan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pe kerjaan dan Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan;

{3} Honorarium Pengad"aan Bararrgl.Iasa untuk PA

sebagairnana dima-ksud pa.ela ayat {2} di'berikan:
a. menetapkan perryedia untuk paket pengadaan barang,

kaastruksi atau jasa lainnya; da*
b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa

konsuLts"nsi.

Bagian K,eemPat
I{onorarium lTana Sumber atau Pernbahas, Moderator,

Pembawa Acara, Tim daa Panitia

Pa*al I

(1) Honorariurn Nara Suraber atau pembahas diberikan
kepada Pejatrat Negara, Pejabat Daeralr., AsN dan Non ASN
yang memberikan informasi atau pengetatruan dalam

kegiatan:
a. seminar;
b. rapat;
c. sosialisasi;
d. diseminasi;
e. bimbingan teknis;
f. usarkshap;
g. sarasehan;
h. sirnposium; atau
i. foct-ts group discussion.

{2} Honorarium narasumber atau pembahas sebaga.irnana.

disraksud pada ayat {1} diberikan dalarn satuan jam atau 60

{enam puluhi menit baik dila.kukan secara panel rnallpul:.
indiwidu.

{3} Dala.m hal narasumber atau pembatras berasal dari SKPD
perryelenggara, maka diLrerikan honorarium sebesar 5Ao/"

{lima puluh perserr} dari kronorariurrr rrara.sumber/
pemtrahas kecuali peserta berasal dari iuar SKPD
perryelengg ara dar: f atau rnasyarakat.



h. simposium; atau
i. foass grou7 disanssion'

i2) Dala:n hal ke Panitia r1lemerlukan tarnhatral panitia yang

berasal dari Non ASN hams secara selektif dengan

mempertimbanga.n urgensi dan besaran honorarium

rrlei1gacu kepada besara11 trcnOrarium unt'.lk anggata

Panitia,
(3i Peserta kegiatan sekragaimana dirr,aksud pada ayat (u yang

berasal da-ri ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi'

{4} Honorarium Panitia diberikan dalam hal :

a. untuk jumlah peserta 4O {empat puluh} orang atau lebih,

jumlah pa-:"ritia yaI"lg dapat diberikan honorarium maksimal

LA*/a {sepuluh perseni dari jurnlah peserta derrga"n

mempertirfl bangkan efisiensi dan ef-ektiwitas ; dan
b. untuk juralah peserta kurang dari 4o {ernpat puluh}

orarrg, jumlah panitia yarrg dapat diberikan
ltonoraritrm paling barryak 4 (ernpat) orang"

Bagianr Kelima
i{oraorarirra Tin Petaksana Kegiatan

dao Sekretariat Tim
Felaksana Kegiataa

Fasal 12

Honorarium Tirn Pelaksana l{egiatan diberikan kepada

ssse(}r&.Ilg yaI-lg diangkat dalam suatu Tirn pelaksana

kegiatan untuk melaksanakal suatu tugas tertentu
berd.asarkan Keputusan Bupati atau Sekretan'is Daerah'

Dalam hal Tim Pelaksana Ke giatan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) rnelil-ratkan atau mengikutsertakan
Intansi Peurerintah di luar Pemerintatr Daerah ditetapkan
eleh Bupati.
Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagairnana
dimaksud pada ayat (li melibatkan antar SKPD ditetapkan
oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala
SKPD selaku PA.

Jumlah Tim Pelaksana Kegiaian sebagairnana dirnaksud
pada ayat iii setragai berikut:
a. kepala SKpD/Eselon 1l paling banyak 3 {tiga} orang;
b. pejabat Eselon III paling banyak 4 (empatlorang; dan
c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dar Pejabat Fungsional

paiing banyak 6 {enarn} ora.ng.

Pasal 13

t1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diherikan
kepada seseorarrg yang diberi tugas melaksanakan kegiatan
ad rnirristr-atif untuk rnenunj ang Tirn Pelaksana Ke giatan'

t1)

i2)

(3)

{4i



{1i

{2t Jumlah sekretariat Tim Pelaksana Kegiata-n sebagairnana

dimaksud pada ayat {li sebagai berikut:

a. paiing banyak 1o {sepuluh} oraflg Tirn Pelaksalla Kegiatan

yang ditetaPkan oleh tsuPati; atau
b.palinguanyat<7{tujuh}orarrgTimPelaksanaKegiatan

ditetapka.n Jiarrg ditetapkan +lelt sekretaris Daerah atau

KepalaSKPD.

Baglan Ketujuh
floaorarium Pemberi Keterangan Ahli

atau Saksi Ahli das Beracara
Pasal 14

Horrora-riurs Pemberi Keterangan Ahli atau saksi Ahli

diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daeratr, AsN dan

Non ASi{ yang diberi tugas rnenghadiri da]1 memberikan

inforrnasi" atam keterarrgan sesuai dengan keatrliatl di
bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan

dranlatant persidangan di Petgadilan ierkait dengan

Perkara Perner:intah Barito Ti:nur.
Da.lam hal Instansi yang mengund.ang atau memanggil

pemberi. keteraggan ahli atau saksi ahli tidak mes:'berikan

honorarium, instarrsi pengirirn pemberi keterangan" ahli

atau saksi ahli dapat memberikan honorarium'

Pasal 15

Honcrarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara,
pejabat Daerakr, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk

Lreraeara rrrewakili SKPD d"alarn persid,angan pengadilan

sepanjang rnen.pakan tugas tambalr'an'
Honorariqm beracara sebagairnana dirnaksud pada ayat {1i

diberikan setiap raengtradiri sidang'

Bagiaa Ketujuh
Honorarium Perryuluhan atau Pendampingan

Pasal 16

Honorarium PerryulutraI} atau Perrdarnpingan ditrerikan
sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat

oleh trejatrat yang bererenang untuk me:rrberikan

penyuluharr atau PendamPtngan.
Be saran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
sebagaiirr.ana dimaksud pada ayat {1} r:efu:risral sal1.ra- deagan

upah minimum yarlg berlaku di Kahupaten Barito Tirl}r"rr-

Non ASN yang menerirna HonOrarium Penyuluhan atau

Pendampi1lgal} berda.sarkart tiflgkatan sebagai berikut:
a. sL?A ata.u sederajat sebesar upah minimuffi Kabupaten

Barito Timur;
b. Lutru"san DI/DII/DIIIlSarjana Tera.pan diherikan paling

banyak Ll4f,lo {seratus empat belas persen} dari upah

minirnunn KabuPaten Barito Timur;
c. Lulusan S.1 diberikan paling banyak 124"1" {seratus dua

puluh empat persen) dari upah rreir:jrnum Kabupaten

Barito Timur;

{21

{1i

{2}

(i)

i2)

t3)



-l

d.LulusanMasteriS.2}dilrcrikanpalingbanyakl33%
{seratus tiga puluh tiga persen} dari upah minimum

KabuPaten Barito ?imur; atau
e. Lulrrsan Doktor {s.3} diberikan pa}ing banyak 150?',o

{seratusiimapuluhpersen)dariupahminimumKabupaten
Barito Timur-

Bagiaa KedelaPan
llonorariurn Rohaniwan

Fasal 17

Honorarium Roha.niwan diberikan kepada seseora1}g yang

ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai rotraniwan

dalam perlgam.bilan sumpah jabatan'

Bagiau l(e*errnbilarr
Hoaorarium Tim Penyrrsufi'an Jurrral, Buletint

Majalah, Fengelcla Teknologi lnformasi
das Pe*gelola Web$ite

Pasal 18

{1} Honararium Tim Perryusunan Jurnal diberikan kepa'da

perrylrsun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan
kepu,tr.l"san pejahat yang berwenang"

{2i Dalam ha} penyusurrarr jurnal nasional atau il}ternational
dapat diberikarr honorarium kepada mitra tresta.ri.

Fasal 19

Honorarium Tim Penyusuaan Buletin atau majalah diberikan

kepada perryusun dan penerbit Buletin atau Majalah yafig

diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwena.rrg.

Pasal 2O

Honorarium Tim Pengelola Tekrrologi krformasi atau wetrsite

ditrerikan kepada pengelola website atau media sejenis yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Bupati'

Bagian KesePr:lrrh
flonorarium PenYelenggara Ujian

Fa*aI 21

Horrora"riurn Penyelenggara ujian merupakan imbalan yang

diberikan kepada. penyustlll naskah ujian, penguji atau

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan
kewerrangan daerah.



Bagiat Kesebelas
Honorarium Penulisan Butir Soal

?asal?,2

Hsnararium Penulisap Butir Soal diberikarr sesuai dengan

kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada

penilaian tingkat lokal raeliputi:
a. pen:.1aian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian,

soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN)-

b. penilaian Non Akadernik {soal tes trakat, tes rninat, saa]

mengukur kecendrungan perilaku soal tes komtrrentensi guru

rion akadernik, soal tes asesrnen pegawai dan soal

kampeterrsi manaje ria$ -

Bagian Kedua belas
HonorariumPenyeleflggaraKegiatarrPendidikan

dan Pelatihan
Pasal 23

{u Horrorarium Penceramatr diberikan kepada pencerarnah

yarrg memberikan w.a$rasaIl pe1?geta}^ua11 dan/ atau sharing

experience sesuai denga]1 kearrliannya kepada peserta

Peadidikan dan Pela-tihan-
t2l Honorarium perrceramah diberikan kepada:

a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;

b. pencerarnah yang berasal dari sKPD sepanjang peserta

pendidikan da1r pelatihan berasal dari luar SKPD

penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c. dalam hal pencerarnakr dan Peserta berasal dari SKPD

diberikan honorarium sebesar 5O% {lima pulutr persen}

dari krarrorarium Perrceramal.'

?a*al24

Hanorarium Penyusun Modgl Pendidikan dan Pelatitran

ditrerikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas

untuk merryusun rnod.ul untuk Pendidikan dan Felatiha-n

berdasarkan KePutusan BuPati-
Dala.m hai modul yang disusun untuk penyernpurrraarr

modul Pendidikan d.an Felatihar, Lama dengan proserrtase

penyempurI1aal} 5O% (lirna puluh persen) dapat diber:ikan

honorarium.

Pasal 25

Horrcrarium panitia penyelenggara pendidikan dal peiatihan

dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan

pelatitra* yang melaksarrakal fungsi tata usatra pendidikan

dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator krrnjurrgan serta hal

lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

berjalan dengan baik sesuai ketent*an sebagai berikut :

a" merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi Lragi

yang bersangkutan dan dilakukan secara selektif dengan

mempe rti:rrbangkan urge nsinYa;

i1)

t2l



b.jumlah peserta 4O iempat puluh) orang atau lebikr, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi La"/o

{sepuluh persen} dari jumlah peserta dengan

mernpertimbangkan efisiensi dam efektivitas pelaksarearr;

c.jumlahpesertakurangdari40(ernpatpuluh}orarrg,
jumlah panitia yaftg dapat d"iberikan krofiorarium pali1}g

banyak 4 {emPat} orang; dan
d" jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan

trrerryelerrggaraa.n pendidikan dan pelatihan ada"lah 45

(ernpat pulutr lirna) rrrenit-

Pasal 26

Peserta Pendid,ikan dan Pelatiharr atau kursus keterampilan
d.iberikan bantuan biaya Pendidikan dan Pelatihan atau kursus

ASNyang mengikuti Pendid"ikan tugas belajar meliputi:
a-Strata* 1(satu);
b. Strata - 2 {dua}; atau
c.Sirata-3 {tiga}.

Bagiaa, Ketiga belas
Honorarium Penyelerrggafa Acara Musik, Kesenian

d.ar UPacara

?a's;al27

I{og}orarirrl5r Peyelenggara Acara Musik, KeSenian dan

Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat

dalam Acara Musik, Kesenian dan upacara yang

d-iselenggarakan oleh Pemerintatr Daerah atau mengikuti
pagelararr keserrian.

Honorarium Pelaksarta" Upacara ditrerikan kepada ASN atau

Nar: ASN yallg terlibat dalam Pelaksa"na.arr lJpacara.
Dalam hal Pangelararl Acara Musik dan Kesenian

dilaksanakan diluar Daerah, kepada AsN atau Non ASN

dapat diberikaa biaya pe{alanan dinas'

Bagian l(eemPat belas
flonorariucn Tim Anggafall Pemerintah Daerah

Pasal 28

Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang

ditetapkan dengan KeputusaR Bupati, TAPD dipirnpin oieh

Sekretaris Daerah yang arrggotarrya terdiri dari pejabat

perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan

kebututran.
Tirr: Arrggaran Pemerin"tatr Daera}. datam rnelaksanakan
tugas dibantu oleh sekretariat dengan jumlah paling banyak 7

{tujuh} anggota.

(r)

tzl

{s}

{1}

{2'



t1)

12)

Bagiaa Kelima belas
Hoaorarium Tim Review Pengawasarr

Pasal 29

Honcrarir.lrn Tim Review Pengawasan diberikan kepada

SKPD yal}g melakuka1l tugas pel1gawasal1 yang ditetapkarr
dengan Keputusan BuPati.
Jumiah Tim Review Pengawasan sebagaimana dirnaksud
pada ayat {li sesuai dengan kebututran"

Bagiaa Keeaar:r, belas
Ilonorarirrm Tim PeaJrnsunar RI(PD,

KUAPPA$?ArBD, tNrD

Pasal 3O

Honorarium Tim Perryusunarr RI(PD, KUA PPAS, APBD,

LKPD diberikan kepada sKpD yaIlg melakukan tugas

Perryusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati didukung oleh SKPD
lain sesuai dengan bidang tugas ma.sing-masing-
Jumlah Tim PenyuslLrrarr RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD

sebagairnana di-rrraksud pada ayat {1} sesuai dengal
ketlutuhan,

Eagian Ketr:juh belas
flonorarium Panitia Penghapllsall'

FenaksirlPenilai daa Peajualan Aset

Pasal 31

Honorarium Panitia Penghaptlsatrt, Penaksir /?entlat dan
perrjualan diberikan kepada SKPD yang melakuka.n
pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebututra.n
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati-
Jumlah angota Panitia Penghapllsan, Penaksir/Penilai dan
per{ualan sebagairnana dimaksud pada ayat (1} sesuai

dengal kebututran.

Bagiaa l(edelapa* belaE
Honorariurn Tia Verifikasi DPA

Pasal 32

{1} Honorarigm Tim Verifikasi DPA diberikan kepada ASN yang

merne riksa, mer.gesahkan dan menyetujui DPA/DPPA
SKPD.

tZl Tim Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

terdiri dari Sekretaris Daeral:., FPKD, Badan Perencala.an
Pemba11gunan Daerah, Eadal Perlgelotrg Keuangan dan Aset

Daerah dan Bagian Administrasi Pe1lbangurrarr dan
Pererrcana.arr.

{1)

(2)

t1i

{2}



Bagiaa $embilan belae
Hocorarirrm Tir Pemeriksa

Pasal 33

{1} Honorarium ?im Pemeriksa diberika.n kepada SKPD yasg

merniliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan
tertrad,ap petaksanaan kegiatan di lingkulrgan Pem.erintsle
Daerah.

(2\ Jumlah Tim Pemeriksa
disesuaikat dengan
pemeriksaan.

sebagairnana dimaksud pada ayat {1}

kebutuhan trei:dasarkan cbjek

BAB IV
HOHGRARITTSfi STAI{DAR HARGA SA?UAIS

Pasal 34
Satrran Biaya Honorariuuc

Satuan biaya honorarium yang diberikaa berdasarka-n
ketentuan peraturan perundang- undangan, me liputi:
1. Honorarirrm Perra.rrggung .-lawab Peagelola. Keuaagarr

Honorarium diberikan kePada:
1. 1. Pejabat Pengelola Keua-ngan Daerah (PPKD) atau Kuasa

Pengguna Anggaran {KPA} ;
1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK};
1.3" Pejabat Penatausahaan Keuangan satuan Kerja

Perangkat Daera1. {PPK SKPD};
1.4. Bendatrar:a Perlgeluaran atam Berrdahara Perrerim"aag;

dan
1.5" Bendatrara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu.
Honcrari:rra penanggllngiawab pengelola keuarrgan
pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan
be saran pagu yang dikelola penanggungiawab
pengelola keuangan untuk setiap Dokurrren
Pelaksanaan Anggaran {DPA), dengaa ketentuan
sebagai berikut:
a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang

rnengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan
hancrariurll dinnaksud sesuai derrga.El jumlah DPA

yarg dikelala dengan besaran didasar:kaa atas pagu

dana yang dikelola pada masing-masing DPA"

Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada

masing-rnasirrg DPA-
b. untuk rnembantu PPTK dalam pelaksana.an

ad"miflistrasi belanja pegawai di lingkurrgall SKPD,
KPA dapat menu*juk bendahara pe*geluaran
pembantu.
Be saran honorarj.um be nda.hara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembarrtu
diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD
sesuai dengan pagu helanja pegawai yang dikelolanya'



2.

c. Ketentuan jumlah FPK SKPD diatur sebagai tierikut:
l)jumlah PPK SKPDyang mernbantu KPA :

a) KPA yanrg merangkap setragai PP"|K dan tanpa
dibantu oieh PFTK lainnya, jumlah PPK

SKPDpaiing banyak 6 {enam} orang terrnasuk
beadahara perrgeluaran pembaritu; dan

bIKPA yan"g dibantu oleh PP?K, jurniah PPK SKPD
paling banyak 3 {tiga) orang termasuk bendahara

lxngeluaran Pembantu-
2)jumlah kesetruruha.n PPK SKPD yang rnerntrantu

PPTK daiam 1 {satu} KPA tidak meletrihi 2 (dua}
kali dari jumlah PF"TK-

3)juralah PPK SKPD untuk PP?K yarlg digabungkan
diatur sebagai berikut :

aljumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumiah
PPK SKPD sebeluffi pen"ggatlrngan; d-an

b) besaran tronorarium PPK SKPD didasarkan
pada jumiah pagu yang dikelola PPK SKPD"

d. Jumlah keselur*han al+kasi da:ra untuk tx:**rarrum
pena,rrggung jawab pengelola keuarrga-n dalam 1

{satu) tahun anggaran paling banyak l_o-"/a {sepuluh
persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. Dalam hat berrdatrara pengelua"ran telah diberikan
tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan
tidak diberikan hon*rariur'a dimaksud.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-
2. 1. Honcrarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Horrorarir-rm diberikan kepada pejabat pengadaan
bararrgljasa untuk meLaksarrakan pernilihan penyedia
baraagljasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undar:gaa.

2.2 " Hrsxtora.riurn Kelorntrrck Keda. Perrriliha* Pengadaan
BaranglJasa Honorarium diberikan kepada kelompok
kery'a pemilihan pengadaan batang/jasa untuk
melaksarrakafl pemilitran perryedia barang/jasa sesuai

dengal ke tentuan peraturan pe rundang- undangan.
2. 3. Honorarium Pengguna Anggaran-

Horrararium dikrikan kepada pe$gguna anggara::
dalam hal:
a. Menetapkan penyedia untuk paket pengad"aaa

bararrg, konstruksi, atau jasa I'ainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b- Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa

karrsulta.si sesuai dengan keterrtuarr peraturarr
perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelornpok
kerja pemilillan pengad,a.an barang/jasa telah menerima
tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak
diberikan honorarium dimaksud"



aJ. Hgnorariu.m Perangkat Unit Kerja Pengadaap Barang dan
Jasa (UKPBJ) Honora.rium diberikan kepada aparatur sipil
negara yang diberi tugas tambatran sebagai perangkat pada

UKPBJ berdasarkan surat keputr:.san pejabat yang

berwenang.
Dalam hat UI{PBJ sudah merupakan struktur orgarrisasi
tersendiri da.n tetah diperhitungkan daJam kompcrren
tambahan pengtrasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perund.ang-undarrgan, perarrgkat UKPBJ tidak diberikaa
leonararium dimaksud"
Honorarium Narasumber ataU Pembatlas, Moderator,
Ile*rbawa Acara, dan Panitia-
4.1. Honorariurrr Narasuraber atau Pemba}.as-

Honorarium narasumber atau pemba}.as diberikan
kepada pejabat nega.fa., pejatrat daerah, apara.tuf sipil
negafa, dan pihak lain yang meraberikan informasi atau
pengetahuarr dalam kegia-tan seminar, rapa-t,
s6s,ia1isasi, d"isemina.si, birnbinga:r teknis, warks?tcp,
sarasettan, simpasium, iokakarya, fa*ts, group

discussion, darr kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan)-
Honorarium narasumber atau pembahas dapat

diberikan d.engan ketentuan sebagai berikut:
a. satuat jam yaxg digunakan dalam pemberian

lecrlorarium rrarasrrneber atau pembahas adalah 6G

{enam puluh} menit, baik dilakukan secara panel

maupun individual.
b" narasurnber atau pemtrahas berasal dari :

1i luar satuan kerja perangkat daerah penyelerrggara
atau masyarakat; atau

2) dalam satuan kerja ;rerangka.t daerah pen3relenggar

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dan / atau masyarakat'

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut
berasal dari satuan kerja perangkat daerah
perryeleItggara, maka diberikan henorarium setresar

SAYI {liraa pu}uh perseni dari honarariEn*
narasumber/Pembahas-

4, 2. Honorarium lVloderatcr.
Horxrrarium rnod.erator ditrerikan kepada pejatrat

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

ditunjuk oleh pejatrat yang berwenang untuk
melaksa:rakarr tugas sebagai moderator pada kegiatan
seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan
tekrris, us*rks?wp, sarasetra-n, sirnposium, lokakarya,
facus group dfscussion, dan kegiatan sejenis ttidak
terrnasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

4



Honorariurrr rrroderator dapat diberikan dengan
ketentuan:
a. kloderator berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara; atam
b. Moderator berasal dari da-lam satuan kerja perangkat

daerat: trrcnyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasarafl utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
dan/atau *rasyarakat.

4.3. F{onorariurn Pembawa Acara.
Honorariurn pembawa acara yang diberikan kepada
aparatur sipil negara dan pihak lain yang dituqiuk oleh
pejabat yang berrne*ang untuk melaksanakan tugas
memandu acara dalam kegia.tan serninar, rapat kerja,
sosialisasi, diserninasi, workshop, sarasrhan,
sirnposintrn, lokakarSra, dan kegiatan sejenis yang
mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil
kepala daerah, dan/atau pirnpinanlanggota DpRD dan
dihadiri lintas $atuaa kerja perangkat daerah da::latau
masyarakat.

4.4. Hcxtorariurn Panitia.
Honorarium panitia diberikan kepada aparafur sipil
Negara yang diberi tugas oleh pejabat yalg berwenang
setlagai panitia atas trrelaksanaan kegiatan serninar,
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, tss*rksh*p,
saraselean, sirnposiurrr, lokakarya, dan kegiatan sejerris
sepanjang peserLa yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan keq'a perangkat daerah
pe*yelerrggara danl atau masyarakaL
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja,
scsialisasi, disemirrasi, w*rkshop, sarasehaa,
simposiurn, lokakarya, dan kegiatan sejenis
memerlukan tambahan panitia yang berasal dari flon
aparatur sipil negara harus dilakukan secara setrektif
dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran
honorarium merrgacu pada besaran honorarium untuk
arrggata panitia.
Untuk jxmlah peserta 4O {empat puluhi orang atau lebih,
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium
maksimal LAo/o {sepuluh persen} dari jumlah peserta
dengan me mpe rtirrrbangkan efisiensi dan efe ktivitas-
Sedangkan untuk jumiah peserta kurang dari 4O {empat
puluh] orang, jumlah panitia ya-lrg dapat dilrerikan
h***rarir-rm paliag banyak 4 {empat} Grarrg.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan.
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang
dapat diberikan tronorariurn bagi pejabat eselon I, pejabat
eselcn II, pejabat eselan iil, pejahat eselon IV, trrelaksarra, dan
pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan
tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut :



No Jatratsn Klasifikasi

I t1 III
1t_ Pejabat Eselon I dan Eselon Ii 2 a\) 3
2- Pejabat Eselon III 3 4 5
5- Pejaiiat Eselon iV, pelaksall€r,

dan pejabat fungsicaal
5 6 {

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah prcvinsi,
kabupaten, atau kata yang telah memberikan tarnbahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi iebih tresar atau
sama dengan Rp2O.OOO.OOO,OO {dua puluh juta rupiahi per
bulan.

b.I{lasi{ikasi II dengan kriteria. pemerintah daerah prcvinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasitran pada ketras jabatan tertinggi lelrih besar atau
sam& dengan Rp6.OOO"OOO,OO {enam juta rupiah} per bulan
dan kurang dari Rp2O.OOO.OOO,OO {dua puluh juta rupiah}
per bulan.

c. Klasi{ikasi III dengan kriteria pemerintatr. daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tamtrakran
penghasij.an pada kelas .labatan tertinggi kurang dari
Rp6.OOO,OOO,OO ienam juta rupiah) per bulan atau belum
merrerima tambahan penghasilan.

5.1. Honararium Tim Pelaksana Kegiatan.
Hanorarium yang diberikan kepada seseorarrg yar:g
diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk
melaksamakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat
keputusan kepala daerah atau sekretaris daeratr"
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan
honararium adalah selragai berikut:
a, ffiernpunyai keluaran {*utput} jeias dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1] dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di
luar pemerintatr daerah yang trersangkutarr
untuk tim yang ditand,atangani oleh kepala daerah;
atau

2l aat;au. satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangarri oleh sekretaris daeratr.

c. bersi.fat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprionitaskan;

d. merupakan tugas tambatran atau perangks.parr
fungsi tragi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi
sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selekti-f efektif, dan efisien.
5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honcrarium yang dibe rikan kepada se seorang ya,ng
diberi tuga.s melaksanakan kegiatan administratif
untuk menunjang kegiatan tixn pelaksana kegiatan
Sekretariat tim pelaksana kegiatari rrreralpakan tragran
tidak terpisahkan dari tin: pelaksa$a kegiatan"
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat
dibentuk untuk merrunjang tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh sekretaris daera-L.



6.

Jumtrah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur
sebagai berikut:
a. paiing banyak 1O {sepulutri arang untuk tim pelaksana

kegiatan yarrg ditetapkan cieh kepala daerah; ata.u
b. paling bariyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana

kegi.atan yarrg ditetapkan clelr sekreteris daei'ala.
Dalam hal tim pelaksa.na kegiatan teiah terbentr.lk
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintatr daeraJ
provinsi, kabupe.ten, ate"u k+ta melakukan evaluasi
terhadap urgensi dan efektilitas keberadaan tim
dimaksud untuk dipertirnhrangkan menjadi tugas dan
fungsi suatu satuarr ke4a p*rangkat daerah-

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan
Beracara.
6.1. Honorariurrr Peraberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorariurn pernheri keteraregan ahli atau saksi ahli
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipii negara, dan pihak lain yang diberi tugas
merrghadiri dan $letxrberjkari inforxrasi atau
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya
yang diperlukan dalam tingkat pen3ridikan dan/atau
persidamgan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil
pe mberi keterangan ahii atau saksi ahli tidak
rrremLrerikarr honorariu*r d,irnaksud, instarrsi pe ngirirn
pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat
memberikan tronorarium dimaksud-

6. 2. Flonorariurrr Beracara.
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negarar
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
diberi tugas urlterk beracara mewakili irtstansi
pemerintah dalarn persidarrgarr pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan
perabertaa gaji dan tunjangan kiner;'a atau turrja:rgan
tarnbahan"

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium
perryuluharr atau pendarnpingarl diLrerikan sebagai
perrgge*ti upah ker-;'a kepada non aparatur sipil negara yang
diangkat uatuk rnelakukan penyuluhan berdasarkan surat
keputusan pe.jabat yan"g berwenang. Dalam hal ketentuan
rrengenai upah min-imum di sr.la-tu wilayah iebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan
biaya ini dapat dilampaui dan merrgacu pada peraturan" yang
merrgatrrr tentang upah micimum prcvinsi, kabupatert, atau
kota dengan ketentuan :

a.luiusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas {SLTA} ditrerikan
sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota
setempat;

b. iulusan DIIDIIIDIII/ Sary'ana Terapan diberikan paiing
benyak lL4*/a {seratus empat belas persen} dari upah
miniraum provinsi, katrupatea, atau kota setempat;

7.



B.

a

c. iulusarr Sarjana {S1} diberikan paling banyak 124a/o {seratus
dua puluh empat persen) dari upah minirnum provinsi,
kabupaten, atau kota setempat;

d-lulusan lVtraster (Szi diberikan pating banyak t33a/a

{seratus tiga puluh tiga persen) dari upah rninimum
provinsi, katrupaten, atau kota setempat; dan

e" luiusan Doktor iS3] diberikan pating banyak 15096 {seratus
lima puluh persen) dari upah rninim.

F{orrgrarinm Rohan iwan.
Honorarium rotraniwan diberikan kepada seseorarrg yang
ditugaskan qrleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan
dalam perrgamhilan surnpah jahatan,
Ho*orarium Tim Pen3rusr:nan Jurreal, Buleti*, Majala.h,
Perrgelola Teknologi Informasi, dan PengeLoLa Website.
9.1. Honorariurn Tim Penyusltn.an Jurnal.

Honorarirrna tim penyusurran jurna-i diberikarr kepada
perryusun dan penerhit jurnal berdasarkan surat
keputusan pejabat yang herwenang" Unsur sekretariat
adalah pembarrtu umllln, pelaksana dan yang sejenis,
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apatrila
d"iperlukan, daiam merryusurr jurnal nasional atau
interc.asional dapat diberikan honorarium kepada mitra
bestari {peer reuiew} sebesar Rp1.5OO,OOO,OO (satu juta
lima ratus ribu rupiah] per orang per jurnal.

9.2. Horrcrarium Tim Perr5,-usurrarr Buletin atau Majalah.
Honorariurn tim perryusunan buletin atau mqialah
dapat diberikan kepada penyusttn dan penerbit buletin
atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang,
Majalah adalah terbita.n berkala yang isinya bertragai
liputacjurnalistik, pandall"garl tentang topik aktual
yang patut diketahui pernbaca
Buietin adalah media cetak trerupa selebaran atau
majalah herisi warta singkat atau perrryataan tertulis
yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk
lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9-3. Hanorarir:m Tim Pengelcla Tekrologi trrrforrnasi atau
Website Honorarium tim pengelola teknologi infonrrasi
atau websffe da.pat diberikan kepada pengelola website
atau media sejeais {tidak terrrrasuk media sosial}
berdasarkan surat keputusan kepala da"erale- Welssite
atau media sejenis tersetlut dikelola oleh pemerintah
daerah..
Dalam hal prrgelola teknologi infcrmasi atau usel*ite
sudah merupakan stmktur organisasi tersendir*i dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan
penghasilarr sesuai dengan ketentuan peraturan
perrrndang-undangarr, pengelola teknologi informasi
atau website tidak diberikan tronorarium dirnaksud-



1 O. Honorariurn Perryelenggara Ujian.
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan
diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengalvas ujian,
penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat trocal sesuai
dengan kewenangan pemerintah da.eratr.

11. Honorarium Perrulisan Butir Saal Tiagkat Frcvinsi,
Kabupaten, atau Ksta Honorariurn perrulisan trutir saal
tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai
dengan kepakaran kepada penyusurr soa-i yaxg digunakan
pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat
penilaian akad,emik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal
ujian, saal tes kampetensi akademik, soal calon aparatrrr
sipil negara, dan soal ur:tuk penilaian non akadernik seperti
soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan
perilaku, soal tes kompetensi guru yaag non akademik, soai
tes asesrnerr pegawai, soal kornpetensi rr"arra"geria"l sesuai
dengan kewena"ngan pernerintahan daeratr.

12. Honorarium. Penyeleaggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan.
12. t. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada
Penceramatr yang rnernberikan 'wawasan
pengetahuan danlatau slzaring eryserie*ce sesuai
dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan
trrelalihan pada kegi.atan trrendidikan dan trrelatihan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

trrenyelenggara. atau ffrasyar akat;
b- berasal dari dalarn satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan
pelatihaa yang raenjadi sasai'an utama kegiatan
berasal dari luar peraagkat daerah penyelenggara
dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceranaah tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara maka
diberikan honorarium sebesar 50% (1ima puluh
persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honarari.um Pengqiar yang berasal dari 1ua.r satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium dapat ditrerikan kepada pengajar yang
trerasal dari luar satuan keq'a perangkat daerah
penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi dari satuar kerja perangkat daerah
penyelenggara.

12.3. Honorariurn Peng4jar yang berasal dari dalam satual
keg'a perangkat daerah penyelenggara.
Honoran:iurn dapat diberikan kepada pengaja"r yaflg
berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai
lainnya- Bagi widyaiswara, honarariurn diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan
ketentuan peraturan perund ang-undangarr.



12.4. Honcrariurrr Penyusurran Modul Perrdidikan dan
Pelatihan"
Honsrariurn pelryusunarl modul pendidikan dan
pelatihan dapat ditrerikan kepada aparatur sipil negara
atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun
modcl untuk plaksarraarr lmndidikar,r dan pelatiFran
berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Pemberian honorariurrr dimaksud berpedoman pada
keteatuan sebagai trerikut:
a. bagi widyaiswara, honcrarlum dirnaksud diberikan

atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara
sesuan dengan ketentuarr peraturan perurrd.ar:"g-
undangar:; darr

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan
modul pendidikan dan pelatihan baru atau
penyempurrraarr no.odul pendidikan dan pela.tihan
lama dengan persenta_se perryempurrraan sutlstansi
rnodul pendidikan dan pelatihan paiing sedikit 5oo/o

flirna Buluh prserr).
12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan

pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia
penyelenggaraari kegiatan pendidikan dan pelatihan
dapat diberikan kepada panitia penyelenggara
perrdidikan d.al pelatitran yang melaksanakarr fungsi
tata usaha pendidikan da:r pelatihan, evaluator, dan
fasilitator kunjungan serta ha1 lain yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatitran berjalan
dengan baik dengan ketentuan sehagai berikut :

a- rnempakarr tugas tamLratran atau perangkapan
fungsi bagi yang bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan memi:ertimbangkan
urgensirrya;

c.jumlah peserta 4A (empat puluh) CIrang atau lebih,
jumlah panitia yang dapat diberikan trcnorariu*r
paling tinggi LOo/* (eepuluh persen) dari jumlah
peserta d"engan mempertimbangkan efisiensi dan
eft ktivitas pelaksanaan;

d-jumiah peserta kurang dari 4O iempat puluhi or&ng,
jumlah panitia yaxg dapat diberikan honorarium
paling Lranyak 4 {ernpat} orang; dan

e. jam pel.qiaran yang digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah
45 {elnpat puluh lima} merrit.

13. Harrorariun* Tirn Ar:ggaran Perr:.erintah Daerah.
Honorarium tim anggaran pe rnerintah daerah dapat
diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan
surat keputusan kepala daeratr.
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak Z {tujuh}
anggota.
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{1} Da-}am hal terdapa.t perubahan harga pasa.r danlatau
kebijakan di bidang pererrcanaarr dan pelaksanaan
aftggeran, dapat dilakukan Xrerubahan $tandar H*rga $atuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(21 Untuk Standar Harga Satuan yang beium diatur dalam
Peratrrran Bupati ini trerpedoman Standar Harga Satuan
Regianal yang ditetapkan dalam Feraturan Presiden.

B*E VI
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Pasal 35

Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur Tahun Anggaran 2O2l yang ditetapkan sebagai hatas
tertinggi dalam perryusLtnart Rencana Kerja dan Anggaran
SKPI) di lirrgk$rrgarl Pemerirrtah Daerah; untuk Satuan Biaya
Honarariurn terinci sebagaimana tercanturt datam Lampiran
yang merrrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

B.*B VI
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Peraturan Bupati ini muiai berlaku
dengan 31 Desember 2O21.

sejak A4 Januari sampai

Agar setiap orang dapat mengetatruin-va dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya
dalarc Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang ijayang
pada tanggal iB 1'"""c"-1 2A2l

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang La-vang
pada tanggal 1B 1o'^u,.n-( 2021
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LAilPIRfiT
PERATI'RAfl BUPATI BARIM TIUUR
I{otoR 'l TArrlril 2021
TEilTAilG STA-rDAR, HANGA SATUAI{
TAITUS AITGG*RAIT 2O2T

STANDARISASI STAITI}AR HARGA SA}UAIS
DI LIXGKT'ITGAX PEUERITTTAII KABUPA?EIT EARII1O TIHT'R

TAIIT'il ANGGARAI{ 2(}21

lto I'RAIAIY SAfUAI{ BIAYA TA2A?L
(11 tzl 13t t4l

1.1. HONORARIUU PEI{IJT(XiUITG JAITAB PENGELOLA XEUAIYGAS
1.1.1. FeJabat Fengetrola Keuaagaa Daerah (PPXDllXue$a Penguna

Aaggaraa (IrPAl

a. ltllal pagu daaa s.d. Rp. lOOJuta OB Iro40r(Xr0
b. l[tlai pagu dana dl atas Rp. lfil Juta e.d. Rp. 25O Jtta OB 1,25O,(X)0
c. Mlai pagu dala di ata3 Rp. 25oJuta s.d, Rp. S{X}Juta OB 1,4SO,(XX'
d. tYilal pagu dana dl atas Rp, SOOJuta a.d. Rp. 1 mlllar
G. ililsi pagu dara di atas Rp. 1 miliar s.d. R,p. 2,5 miliar

OB
oB

1,65O,(XX,
i,9"o,ooo

f. I{tlel pagu dana dl atas Rp. 2n5 ulllar s.d. Rp. 5 miltar OB 2,280,OU,
g. ltllat pagu daaa dt atas Rp. 5 rntller s.d. Rp. 1O aillar OB 2,59O,(XX'
h. lllflei pagu daaa dl atag Rp. 1O alllar s.d. Rp. 25 ailtar OB 3,O1O,(XX'
t. Utlot pagu daaa dl atas Bp. 25 mlllar g.d. tp. 5O atllar OB 9,420,@C)
J. Xilai pagu daaa dl atos Rp. 5O mlllar s.d. Rp. 75 riltar OB 3,840,(XX)
k. trilai pagu daae di atar Rp. 75 adliar s.d. Rp. lfi) mltiar
t. tCilat pagu daaa-dEtas Rp. fOO mtttar s.a. np. CSO Aflfar

OB
OB

4,25O,OOO
---4370,W

tn. ltllai pagu daae dtatas Rp. 25O miliar r.d. Rp. Sfi) ai$ar OB 5r29O,OO0
n. Iryi g:ryjrygat1q3p. $QQ mrtar

Ntlai pagu aana ai etas npZSO millar s.d.o. Rpl trtUul
OB
OB

5?8lOfOOO

6*330"OO-O
p. ililaipagu datls diatas R,p1 triUun OB 7r37O,OOO

1.1.2. PeJabat Polaksana Tekals Kegtataa {PPfKl
a. trtlqi pagu dana e.d. Rp. l(XlJuta OB 1,O1O,(XX'
b. IYilat pa,gu datla dtatas Rp. lOOJuta e.d. Rp. 2SOJuta OB 1,21O,OOO
c. lttllat pagu dara diatac Rp. 25O juta s.d. Rp. SGOJuta OB 1,4IO,(XX)
d, tilat pagu dana dtataa Rp. 5(X) Juta s.d. Rp. I mflter OB 1,61O,OOO
e. It&at pagu dana dtatac Rp. I miliar *.d. Rp. 2,5 alltsr OB 1,glOrOOO
f. IYtlal fagu dara dlatas Rp. 2,5 nlllar e.d. Rp. $ mtllar OB 2r2l0r0o(],
g. Ittlai pagu dana dtatec Rp. 5 mtltar e.d. Rp. 1O atltar OB 2,52O,OOO
h. Itilsi pagu dana diatas Rp. 10 rnlllar s.d. trtp. 25 mlli*r OB 2,92p.,A@
t- I{ttet pagu dana dtatas R,p. 25 utltar s.d. Rp. 5O mtltar OB 3,32O,O@
J. ffifaf pagr deaa dlatae Rp. 5O ntlist e.d. Rp. 7B nillar OB 3,72O,OOO
k. l[tlat pagu daaa dtatas Rp. 75 mtltar s.d. Rp. 1(X) mlllar OB 4,13O,(XX'
l. ltttLi pagu dana dietas Rp. lfi) nfliar s.d. Rg. 25O nfltar OB 4,630,(XX,
n. lllllai pqgu dana diatas Rp. 25O miUar *.d. Rp. 5OO miltar OB 5,13O,(m
lr. IIilat pagu doa* dtatas Rp. 5OO mtltar OB 5,640,000
o. l{ilal pagu dana dl atas Rp75O mlller a.d. Rpl trlllua OB 6,140,OO0
p. Uilai ?agtr daaa dl atas Rpl triHua OB 7,l4o,ff)C

1.1.3. PeJabat Penatausahaaa Keuangaa Satuan l(erJa Ferangtat Daerah
{PPKSXPDI
a. IYtXal pagu daaa s.d. Rp. lOOJuta OB 4{Xl,(X)0
b. Itilai pa$r dera diatae Rp. lOOJuta s.d. Rp. 2SOJute OB rtEo,oo0
c. flllat pagu dana dtatas Rp. 2SOJuta s.d. Rp. Sfi)Juta OB 570,(X)0
d. !fiIat pagu daaa diatas Rp. SOO Juta s.d. Rp. I miltar
e. I{ilai pagu daaa diatas Rp. I allier s.d. Rp. 2,5 mlllar

OB
o3

66(},O(X'
?70,w

f. Utlai pagu daua dtatas Rp. 2r5 lalllar a.d. Ilp. 5 mlllar OB 88O,(X}0
g. Nllei pagu da*a diatas Rp. 5 nilier s.d. Rp. 10 eiltar OB 99O,(x)O
h. IIilal lragu alaaa altatas Rp. 1O mlltar a.d. R9. 25 millar OB 1,25O,O(X'
t. Ilal4gugrygta! Lp125 olllar e.d. Rp. 5O mtltar
J. lgrret pagu dana dtatae Rp. 5O aillar e.d. Rp. ZS aflist

OB
oB--

1,52O,OOO

1Jr8O,OOO
k. ttlrt pagu dana dtates Rp. 75 millar s.d. Rp. tQQ mlllar OE 2,04{r,ooo
l. IYilai lragu d&na dtatas Rp. 1(X) mtliar a.d. Rp. 25O miliar OB 2,44o,W
m. l[ilat pagu dana di,atas Rp. 25O milier s.d. Rp. gOQ alrrqt'
n. Ilihi pagu aana afatas np. SOO mitiar

OB
OB

2,83O,(XX)
3ffqooo

o. Ililst pagu dslra di atas Rp75O alllar s.d. Rpl triltun OB 3,52O,O(X)
p. I{ilat pagu daaa dl atas Rpl tdliua OE 4,42fr,4OO
Irearbaatu PcJsbat PeEatausahaaa Keuaagca Setuen KetJa
Peraagkat Daerah (Pembartu PPK-SIIPDI

.1.4.

a. Nilai pagu daua s.d. Rplfi) Juta OB 250.OOO
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b. Iftlat pagu {ara di ata,s RpIOO Juta s.d. Rp 25O Juta OB 350,OOO
c. I{Ilai pagl daaa dl ata* Rp25{}j*ta s.d. Rp 5{X}Juta tlB *ffi,tlEo
d. t{il8t Pagt' da.aa di ata* RpSOOJuta s.d. Rp 1 mlll*r OB s50,{xm
e. xlrat p-1{u {*il*= Ig1_rlE1::d::}_L?'5jg.t1'q
f. I{ilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar r.d. RpS miliar

OB
os

650,OOO

"$o,soo& ll#st gage *aa* d! airs RF $ nlksr s.d. Rp 1{} miliar $B 85,G,{XX)
h. fEl&t trngu daaa. dn itas Rp tr(} rctfiar s-d. &p 2S a,lliar # I,t5e,trxt
I. l{tlat pagu daaa dl atas Rp ?5 allta, *.d. Ep 5O mlllar OB L,?.?,O,OOO

J. illIqI pagu dana di atas kp 5O ntllar s.d. Rp 75 mlllar OB r,a5{l,ooo
k. I{tlat pagu dana dl atas Rp 75 mlliar s"d. Rp 1{B mlltar OB 1,5{}0,o(N)
L mhi gagu daaa di at*s *p lOG slllar s.d. Bp 25O alliar OB 1,75O!m0
m, !*tl*t gagn da*a {t atae Rp 26O mlllas *-{, Rp S{X} mlliar OB 2,SrO,O&)
a. I{llal p4u dana dl atas Rp 5OO nlllar s.d. Rp 75O atllar OB 2,5OO,(XIO
o. Nllat lmgu dana dl atas Rp ?5(} millar s.d. Rp 1 trlllln OB 2,756,(XX)
p. ltitai pagtr *madi das Rp I kilirr @ sn$8{}*#!B

1.1.5. PPI$SKPD Ferebaatu
a. I{ilai pagB dasa s.d, EptrQO juta OB 15().goo
b. I{ilai pagr dana dl qtas RplOOJuta s.d. Rp 2SOJuta OB 25O,(XlO
c. I{ilai pagn daaa dtr atas Rp25OJuta s.d. Rp S(X}Juta oa 8SO,(XX'
d. t{tlai pagu d*ra di atss Rg5frl Juta s.d. R'g 1 atlla: 03 45(},fim
e. I$llal pagu daaa dl atas Rp I mlllar s.d. Rp2,5 mlliar OB s5t,,ooo
f. !{llal pagu dar:a dl atas Rp2,5 mlliar s.d. SpS mlltar (}B 65(l,(}00
5; Hilai 16ge d*ea dl *tas Rp 5 reiEar s*d. Rp 1O stliar Att ?5O,{XXl

r. r.6. Bendahara Pengeluaran atau Fendabara Peserleaa.n
a. Nilai pagu dara e,d. Rp. lOOjuta OB 34O,0@
b. I{tlat lmgu darra dtatas Rp. l0t}Juta s.d. Rp. 250Juta OB 42OnOOO

c. I$lI*i lxgll daa6. dl&tas Rp. 25OJ*ta *.d. Rp. $OOJuta OB sot},&
d. I{ilai p*€rr daaa diatas Rp. $gO juta s.d. Rp. 1 miliar os 570,OQO
*. l$tai p*gu daaa dt*t*s Rp. I mltlar s.d. Rp. 2,3 mlllar OB 6?0,mo
f. l$ilai pagn daaa dlatas Rp. 2,5 millar s.d. E'p. 5 alllar OE ??O,ff O

+ $ihi pa$l d*Ee diataa Bp" 5 rrllr*r s.d, Bp. trO oiliar AB E6O,(XXI
b. !*11*i p*,gn *aaa dl*t* Rp- 1O millar *-d. Ep. 2$ *iliar AB 1,O*€!,8€G
i, Nilal pagu daaa diatas *,p. 25 miliar s.d, Ep, 5O slllsl OB 1,32(},(XX)
j.
k-

$ilai pagu dasa diatas Rp, 5O ailiar s.d, Rp, 75 mlltar
Hilai pagu daqa diata; Rp. 75 qtllar s.d. Rp. lOO aillar

OB
OB

1,5SO,GOO

1,74O,(X)O
l. ltttai paga {ara dtatas Rp. 1OO nlliar s.d. Itp. 25O mlllar OB 2,13O,&,O
m. ililai pag* dana dtatas Rp. 2$O mtltar *.d" Rp. $OO plliar os 3,4?0,{}00
r. I{ilai pagu dara diatas Ep. 5Ot} riliar s.d. Rp. 75O miltar OE 2,81O,${X'
o. Xilai pa$r dan& dtat*s Rp. 75O miliar s.d. Rp, I ?rlliun OB g,16(},(}{}0
p, l{tl*i p*gr* dauadt*t*sBB. I tr*l&rs os &,s4c,o(re

1.r.7. Bendahara Fengeluaraa Pembentu atau Bondalara fanerlmaanr
?emba.atu

a. l{ilai Bagu dana s.d. Rp. l(X}-luta OB 26{},OOO
b. Ntlai pagn da*a diates R'p. 1{X} jata s.d. Ilp. ZSOJnta CB 31{},Ofrt
c. ltllal pagu da:aa dlatas Rp. 2SOJuta s.d. R'p. S0(}_iuta OB $7O,Gm
d. ililat pagu dara dt*tas Rp. 5ffi jnta s.d. np. I mlltar OB 4il$,o$o
e. I{ilai trxgu dana dlatas Rp. I rniliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 5OO,mO
f. I{ilat page dat* {latas Rp 2,S mllla: s.d. Lp. 5 miliar OB 5?O,{XX}
& SiI*i p*gIE da** 4*&t# Bp 5 siltr s.d" Pp" !{} mili*r (}E 64$,{XX}
h. mhi gagu dal*a di.ata$ Rp, 1O *iliar s.d. Bp. 25 mitist 03 E1O,(XN'
i. Stlat pagu dana diatas Rp. 2$ miliar s.d. Rp, 5O millar OB 980,0{X}
J. Hfht pagu daaa dtatas Rp. 5O raillar s.d. Rp. ?5 mlfiar OB 1,15O,OOO
k. ffilat pgn dara diatas Rp" 75 ritiar s.d. Rp. lGO sifi*r GB 1,34$,{ffi'
l. IfiIat pagu dan* dt*tas Rp. 1O(} mili*r +.d. Rp. 25O mtliar OB l,58O,OOO
m. NIIaI pagu dara dtatas Rp. 25O rnlltar s.d. Rp. 5{X} rslltar OB 1.440.otr
n. I{ilai pagu da:ra diatas Rp. 5@ miliar GB 2,txlo,@o
o. l$ilal gagn da:** dtafas !fp. ?5t! xtlXar s-d" B.S. I" Trlllur OlB ?.'csqffi
p. Rlhi p*ga dm* diates Rs. 1 trt*nr {}B 2,S@,(Xlg

1.1.S. Psrgrrire Bara.Eg

a- ltilat Asct a"d. tsp 1 millar OB 6?$,O00
b. Mlat Aset di atas Rp 1 olliar s.d. Rp2,5 rnlliar OB 770,OOO

:. $itd e*"t Ai 
"t?s 

ppg,5 eill s.d. Rp$ xiltar OB 86{},O10O
d. Illlat AsGt di atas Rp 5 mlliar s.d. Rp 1O millar OB 1,OSr).0{}0
g: I{il.i Aset di atas Rp 1O mtliar s.d. Rp 25 mlltar OB t,s20.ooo
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f. lnlai Aset di ata.s R.p 25 lrlllar s.d. Itp 5Q atllar OB 1,5SO,(}O{'

s" l$tlat Aset dl *tas *P 5{} miltar OB 1,78O,(XX,

1-9. Pembaatu Pengurtrs Barang
a. Ntlat Aset s.d. Rp I mtliar
b. Hilai Aset dl ata* Rp I uiltar s.d. Rp?'5 miliar

OB
OB

Sgo,ooo
5"S,@O

c. Il*lei As*t di e*** 8p2,5 rlalll*r s.d. R95 *ilttr *E 54S,@A

d. B*lai Aset di ala3 EF S mlliar s.d. kp LS roiEar fTE slo#Nxl
i. mllt A''t dl ata* ap XO mlltar *'d. Sp 35 slllar OB 98O,0OO

f. Iltlat Asst dt ataa Rp 25 mlltar s.d. Rp 5O mlllar OB 1,15O,OOO

g. I{tlal Aset dl atas Rp 5O mlHar OB 1.330.tXX)

HOISORI\RII,Ifi P#ffGADSAt{ SARAHG/.,,ASA
t.2.7 Houorarluo Fejabat Petgadaat Batarg/Jasa
1.2.2 xouoiartus l(elorpoh Keqia Pertlihaa Pongadagr Barang/Jasa

qI 68(},OOO

L.2.2.t. E[e*craeiee *eieep& Ikria Feeill&** Peagdec Bar*egfJ*a
{Xoastrukslf

I{llal oacn oeasadaa:l sampal deums Rp2gO Juta OP 6EO,OOO

b. llilai pagr peagadaaa di atas Rp2OO juta s.d- RpSOO Juta OP sso,{xx}

c. !{llai pagr pengadaan dl atas &.pSOOJuta s-d. Rpl mlllar OP t,azc,@
d. l{tlai pagu penp.daar dl atac RpI miliar s.d. Rp2,5 uiliar op 1,2?O,OOO

e. Ntlal pagu perga.daa.n dl atas &p2,5 Plllar s.d. RpE lrlllar OP 1.62(},(,00

f. Ifitai pagu peuga.da*n dl atas Rp5 millar s.d. RplO mllier OP 1,?8O,OO0

S. I{ilel pagu pe*gerdaa* di etss R'plO eili*r *-d. *p25 rciliq{ gP e'120,&6€

k. lEl*i *aglr pctga*ea! dl *ta Rp2* ret&ar s.d. RpEG ctliar € 2,4Stlr(XX'

i. Ittlai palEu peagad+an di atas RPSO urtliar s.d. Rp?S atllar 3P 2,79O,OdX)

Hilai pagu pengadaa.a di atas Bp75 rniltar s.d. RpIOO mtllar OP 3,l3O,OO0

k. l{tlai p4gu peagadaaa dl atas Rp1fi} :alliar s-d' Rp25O miliar 0p 3,58O,OOG

t. Itfiai pagu Beupdaa.E di atas Rp25O alliar s'd. RpS@ miltar OP 4rO30!Ofrl

ln. Htlel pagu pctg*daos dl atas RpdOO silla: s.d- Rp?$O rtllas OP 4.4S&,SO{}

r. l{ilai pagu penga.daa.u di atas Rp75O miliar s.d. RpI triliun OP 4,94O,O$O

o, !$lal pagu pergadaaa dl atas Rpl tr:tlula OP 5,56{},(XX,

L.?,2.2. &+osarlere l{etompL Eeq[ar Pee{lth+* Feagd*a Bara*gr{Jas&
uatu& Peng*daarl Earaag {Ifonkon*truksll
a. l[tlat pagu pelgad*ar rampai dangaa Rp?OO juta OP 76O,(XX)

b. !{ilai pagu pengadaa.u di atas Rp2OOJuta. s.d. RpSOO juta. OP 76O,(XX)

c. tsilal pagn gc*gadaaa di a.tas Bp5&ljrta s.d. Rp1 alliar AP 92O,*!
d, *llat taeu ceoedaaa dl atas Rp1 alllg3 s.d. !1p2,5 mlliar op 1,14O,O{,O

e. I{ilai pegu perga.daa.a dl atas Rp?,S millar s.d. RpS mtliar op 1,37{},fi,O

f. Ntlat pagtr psrga.daatl dl atas RpS mtltar s.d. EplO niliar OF 1,6ffi,(XX)
g- l*tlai pagu pergad*aa dl atas RplO eiliar s-d. 81125 ottiar EP 1,9l{},{XX}

b. !Bta! pgx p*gdm di *tas Rp25 ct**r *.*. ItpS$ nUk (}P 2,21$,*!e6

t, $tlat p*gu p*ngadaa* di ate* RpSO alll*: *'d. lip75 mlliar SP 2.S2{}.OOO

J. l{ilai pagu pengadsan dl atas Bp75 aotl,tar s.d. trlpl00 aillar OP 2,EzO,{XX)

k. Inlai pa*u pcsgadaan dl atas RpIOO mlllar s.d. Rp25O adliar OP 3,2SO.OOO

L ltlkt pa4lu petgadaaa dl atas Rp25O mlliar s.d. RpS{X} alllar OP 3,64C,(XX]

m.. ltilal pagu paagedaan dl atas Rp5{X} alll*r s.d. Rp?BO miltar OP 4,O4t}r(XXl

r. flilat pagu pengadaaa dl atas Rp75O mlliar s.d. Itpl trlliua OP 4,45$,ooo

o. Nilai pagu pengadaaa di atas Rpl triliua OP 5,O1O,O@

L2.e& Ila*orarl*a lfebeperE KerJaPercilihaz Pecgndaac Baratg{'tasa
arta*'Iasa Konsult*nsil.Iase, Lainnya (lton&oustrulsl|

e, Hilai oaasu panqadaas jasa ko$sultalst e'd, RpSO Juta OP 4$O,OOO

b. t{tlat pagu pengadaan Jasa konsultansi di atas RpSO Juta s.d.
RplffiJ*ta

OP 45O,OOO

c. I{IIat pagn peagadaani jasa lalaaya s.d. RpIOO juta o? 4il),(X)O

d. Htlat pagu petgadaaaJasa konsult*nslljasa lfiitrrya dt atss
ItplOOJuta s.{. Rp258 juta

OP 48t1,&x!

e. Rllatpagupsasad*aajasakoasultaad/Jasa diates
Rp25$ juta s-d. kpSO$ juta

OP 6{X},{XX}

f. lItlai pagu per.gadaan jasa koasultansilJasa ldunya dl atas
RpS{X} juta s.d. Rpl mtllar

OP ?2O,(XlO

c. ffihf paga peagadaanJasa konsultansl/Jasa laiaaya dl atas
R'p1 ralllar s.d. EpZ,S altiar

OP 9r.o,txx)

Ittlai pagu llengadaar Jasa koasultaosl/jasa lalanya dl atas
*,p2,5 rclllar *.d. Rp5 ciliat

h. OP 1,O9O,OOO
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1. I{tlai pagu peagadaatrJasa koasultalsilJasa laianya dI at*s
R,p8 rlllar s.d" RplO aatllar

OP 1,27O,OOO

J. llital pagu pengadaan Ja.*a konsultansl/Jasa lalwrya dl atas
Ilpl0 mlltar s.d. Rp2$ mlllar

op 1,5l{},fiX)

k. Nilai pagu peagadaaa jasa koaeultansilja*a lalnnya di atas
R325 miltar s.d. E;r5$ trltar

OP 1.z$O,fiX)

L ffiI* pgE fecgada:*Jm. hewltu*ifJm [arllaya Gt at*
Rp5tl miliar;.d. fip75 roiliar

CP L,g*e,{XN}

m. Hllat pagu pengadaaa.iase koasultaa*i/iasa laiarya di atas
Rp75 miliar s.d. RpIOO miliar

OP 2,23{},tXX)

E. I(tlai pegr pengadaaaJ.sa koasult*nsi/Jara lalnnya di atas
Rpl0o cllla: s.d. Rp25O mlltar

aaP 2,56{},{XlO

o- Hilai p4gu pcagadaaaJasa korsultassllJasa Ialnaya ili atas
A,p2SO miltar *.d. Ep5O0 miliar

OP 2,88O,OO{'

F. IrJIai p*gn peogad*ea Jasa kgqs11lta*stfjas* l*iasya dl atss
E1IE{E ailia s.4- RP?S$ eili*t

SP 3,2oe,{}m

g. l{ilal pegu tr}ecgadaaa J*ra koneulta.uel/|asa lalnnya dl atae
Rp75O luitiar s.d. Rpl trillun

gP 3,$2O,{XX)

r. $ltai pagu pengadaanJasa toasult*nsl/Jasa lalanya dl atas
Rpl triliun

OP 3,960,(NlO

1.2.3. Ilocorariuo PetlEf$na A*garat
1.2.S. 1. Hoaorarium PengEuaa Angaraa petrgadaa$ Barang/Jasa

{Korstruksi}
a. H*l*i rragn peagad*a'a di atas Epl&! s33i*c s-d. R1r?$O x*$i*r EP 3r58t:,{N}0

h, !{ilai pagt geagada** dl afri* RP25* reIliar *.d' Epd{X} ml$ar OP .t,txlt},ffH
c. Hllai paglr pelrgadaa'a di ata.e EpSOO alliar s.d- Ep75O mtliar OP 4,490,{N}O

al. mfat pagu peagadaoa di ata:s Rp75O lnillar s.d. Rpl trlHulr OP 4,9*1(},{X}0

e. I{ilat pagu penp.da.r dl atas Rpl triliun op 5,$SQ,{X}0

1.2.3.2. Honorarlum Pe-*uta Aaggaraa ?eogadaaa Barang {l{ca
Koastruksil
a. Nilai pagu perga{aaa di atas Rpl{X} miliar s.d. Rp25O millar OP 3,2SO,(XX)

b, !{itai pagu perxgadaas dl atas Rp2SC plllar s.d. RpSOO mtllar OP &,64O,(XX)

e. El*l pagu pe<S*dea dt a:hs RF8€g r,*ls s.d. Rp?S$ a*!t*r *p 4"{X$.{XX)

d. I{flai p*gu p+rg*d+se di ata* EPlfS$ altsar s.d. R$ trttiac C'* 4,4$*,tXX)
e. Ililai trragn pcngadsar dt atas Bp 1 trtllua o? 5,OrO,OOO

1.2.3.3. tlosorarlum Pengguna Aogara.c Pengadaaa Jaca {I{on
KonstrukslI
a. Xtlat pagu pengadaan Jasa konsultaxelljasa Isienya dl atas Rp

1O miliar s,d. Rp26 alltar
op t,5l(},txx)

b. l$Ilai pagu peilgadaar Jasa konsultansl/Jasa lalanya dl atas
ttp25 mlllar s.d. BpSG mlHa.r

OP 1,?$O,{X}O

ei #at pagn geegda*nJasa katsutkpetlJasabtaaya 6t a6as
R1ril> BfE*r s.d. B1t'f6 miHa:

1:9H1{}S€

d. I{llai pagu pengadaan Jass koasultaael/Jaea lalnlya di atae
Rp75 ralXlar r.d. R,pIOO miliar

OP 2,23S.OOO

e. I{tlat pagn pergadaaa jasa korsultaasl/Jasa laianya di ata,e

BptrO0 railiar s.d. Rp2S0 miltar
OP 2,5SO,(XX)

f, Xilai pagu paaga.daaaJa*a bocsultenctljasa lainay* dl atas
Rp25O rlliar s.d. ItpSOO miliar

(}P 2r88{},{XX}

g. I{llai pagu penpdaan Jasa konsultaasi/Jasa lainnya dl atas
RpSOg alli*r s.d, Rp?S{} rciliar

op 3,20O,{XX}

h. I{lIai pgu Feegad*aa} jasa kcas'ultass,ifia:e leiaoya di otas
E'p7S0. ailiar e.d. Bp1 triliun

OP &52{},tXX,

L Hilat pagu peagadaa.a jasa konsulta.asi/jssa lalraya dl atas
Rp1 trtliua

OP g,96{},ooo

1.2.3.4. llonorarium Pe.iabat Pembuat Koaltmen {PPK}
a. Htlel pa4pr do-a s.d. Rpl{X}Juta OP 1,{XX},O&0

b. ltilat pagu daaa di atas RplOOJuta s.d. Rp25OJuta OP 1,1OO,OOO

c, Nilat pa4;u d*na dl atas Rp25O juta s.d. RpSOO juta OP 1,2SOnOtX,

d- stEai page daca dt das RpstxlJ$ta s:d- lQr l lEllta or 1,4{B,g*X}

e. Eil*i pag* d*e* di ata* Bp I ciliar s.d. Ep2'5 ai$*r SF 1,65d1,9$g

f. I5ital pegu dea& dt ata* Rp2,5 !&llltr a.d. Rp 5 mtliat o? 2,1OO,B$$

g. Htlat pagr daga dl *tas Ep 5 mtlt*r s.d. BP lO stllar OP 2,2sO,{pO
b. lfilai pagu daaa dt atas Rp 1O milt*r s.d. Rp 2$ mlli*r OP 2,75A,@O
L Eilat pagu daaa di atas Rp 25 miltar s"d" Rp 5O stliar OP g,loon{x}o

J. Af}af pagu daa* dl atas Ep tO atllar s.d. H.p ?5 ndltar OP 3,AO{},&OO

k. rnhi pagu dana di atas Rp 75 mlllar s.d. Rp 1OS mUtar OP 4,0oo,{xx}
1.2.3.5. Ilonorarius Pejabat Peserisa I{asll Pekerjaan {PJPIIP}

a- }te*orarlu* Fejatet Pe&erln*a E**lI Feke:Ja*r sp 3$(},tNlt}
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1.2.3.6. Honorsrius Panitla Pegerisa II**ll PekerJaas

{PP$P}l{Kanstruk*t}
a. t{11a1 Bqg$ pe$gg,alaa* *a*pai deaga* Rp?AOJuta OP 480,0fi0
b. Rilai pagu peagadaar di atas lfp2ffiJuta s'd. Rp Stl0Juta OP 55(,,{XX}

e. Nllai pagu peugadaas dl atas Rp5O0 iu ta s.d. Rp 1 niltar or 82O,tXX,

4. !*iki 1xgu Xreegrda*s dl *tas Rp E e$l*r *d. &p3'5 mitlar SP I,A4fil,ffX'
e. I**Ial pgrr E s*sndaae dt *tns Rp2 5 m*Iiar s.*. BS 6 siliar (}P tr,92*rm
f. rlilai pag;a perge<lesa dl atas Rp 5 milier s.d. Ep 1O miliar OP 1,SEO,{XX}

g. mhi pagu peagadaa.a di atas R9 1O atltar *'d. Rp ?5 miltar OP 1,92O,OOO

h. llitai pagu peagadaaa di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 5O miliar OP 2,2sO,{XX)

t. ItUat pagu penga.da*a di atas Rp 5O alfiar OP 2,59{},fi,O
1.2.9.". llonorariuaPanltia Paaerima IIa:lI Pekerjaa- {Pm#f /{Soc-

Konatrulsl|
a- Nllal pagu pengadaa.n *ampai deagaa Rp2OOJuta OP 38(},(XX)

b. Skl pa€rr gleagsd**s dl atas EpffiJuta s-d. RP SSJtrte OP sst!,gs
c. ffit*l pge geng*d*ax di atas RFS{IJEIE s-d. *p I riltar 6r ?tc!ffx}
d. !{ilat pagu peagadaaa di ate.s Rp 1 mlllar s'd. Rp2,5 alliar $P 9?A,OO{t

e. I{llai pagu peagadaan dl atas Rp2oE miliar s.d. Rp 5 ulliar (}P 1,22O,OOE

f. t{tlai pagu peagadam dl atas ftp 5 ntltar s.d. Rp 1O mlllar OP r.,4so,(xxl
g ltilat pagu penp.daaa di atas Rp 1{} tnili*r s.d, Rp 25 miliar OP 1,82O,m1
h. Htlst p*gu pcllgada*n {l *tas Rp 25 uiHer a.d. Rp $O millar op 2,15O,{XX}

i. Lilai pagu pengadaan dl atas Rp 5O millar OP 9,49O,{XX}

ITGHS*JI*III.!f, }E**.!'{IXA? tT$gT IreE}A, PE3{6iAI}AAd EARAIE{} E*ff JASA
$xss"rl
1.3.1. Kepala OB 1,(XX),(XX)
a e, sekretarie/ Staf Pgudukur€l OB 75{},@O

rro!{sRARfinfi r(aRAslrutsERlPEMts*g*StU(}DEX*fi]Ii./ PpXB*EA
ACAfiE/PAI{I"IA
1.*.1 Horcrrlua l{arasurber/Pembatas

a. Merteri /PeJ*b*1 gqlin8Fat
Eenterl,lPeJabat l{egar* LaitnSra

OJ 1,70t},txx,

b- Kepcla Daera$.f Sejakt setlEgkat
Kepala Daora& lPeJab*,t Dacrah
Lalanya yasg disetaf,akan

&; 1,4$tls,{xx}

c. FeJabat Eselon I/ yangdisetarakan o.r 1,2O1!,0OO

d. Pqiabat E*elsa lt ly*g dis€tera.kag (rr, 1,{NX},{XX}

e. PeJabat Es€lon III le barah/5rang dfustar**an O., 9m,(xx,
7.4"2. Ilsacrarlum S6d€rat*r OI( ?{Xr,(XX}

1.4.3. Hosqrarlnnn Pe*bawa Aeara ox 40o,goo
1.4.4. Iloaorarium Paaltia

a. P*cqalagliJawa& (lr( 45{},€{X}
b. l(etu*/Wakll ketua ot( +(xrrtxx,
c. Sekretaris OK 3$O,{XN}

d. Anggota OK 3OO,OOt}

HOISORA*ITTH TIM PEI"AKAA'{A, KEGIA?AII SS:T $EI(RETARIA? Ttr
rEL*IISAICA IEE{}IA?ATS

1.6.1. Itroaorariaa Tls Pela&*ara Kegiatan
1.5. 1. 1 , Yang Ditetapkaa Oleh Kepala Daerah

a Peagara& ffi t,5tx},offi
b PenangguagJawab oB I,958,{XX)
c. Ketua OB 1,fiX,,fi)O
d. Wa-kll ketua OB 850,(X)O

e. $ekretarls {)3 7a{},{XXl

f. Arggota OB ?5S,O@
1.5.1.2. Yarg Dttetapkar Ol*h Sekretaris Daerai

e- Pengarah (}B 75(),OtX)

h. Penaaggung.Ia*ab OB ?(x),{x}o
e" IIetEa SB 65(},{XX}
d. nl.atll ketua or 6OC,{N}0

c" Sekretaris o3 sm,oo{
f. Anggota OB 5(){},(xx)

r,o.z" Iloacrarium Se*reta**t Tiaa Pela*sara ll+giata*
1.5.2.1 Yarg Dltetapkaa Oleh $ekretaris Oaera.h

a. I(etua/Ea&ll l(etrta OB 25O,(X,O
b Jlsssota o& g2(},oroo
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,11 t2l tsl {41

1.6. r***oxt*p:urf, rExBEiRt xETE*,*I{e*.tt AIrLl/ $Affir ilarLr D&x BER.acsR,A

1.7.

1"E.

1-9"

1.1{}.

1.1 1.

t.&.t Haaorarirrfi Perberl l{eteraxgan AhHlss&sl e&il (}I( r,g@,{xE

1.6.2. *fosorarl*mBeracana ox 1"AOC,Ooo

II$IECRAIII{T$I PEff'T$LI'tr TCM PEEASAI Xffi;E*I $trg&
,-7 SLf,{ og ?'Iffii{XX,
7.2. DI/DII/ DIII/Sarjara TeraPan OB 2"4(}0,ooo

1.7,S. $arJa*a lSl| OB 2,600,O0O

1.7,4. Haster {$2! c'3 a,8oG,$m

?.$. Soktor lS31 oa 3,tlso,o@

FIC}!{(IIIARIUIfi EOHANTSI&I{

1.3.1. Eoanra:il:a RoLaaisag ox 4OO,(Xm

ggrc,X*Xl{Ile TIIE FEBI$S$SAE .,lrRgALf BIlLEtIgf
T{*"}ALAIIIPPHC.EI,SLA 

"EK$O',OGI 
I}5F'OR!EA$IIPEI{GEI,O1,A WgStsIIE

1.9.1. Ilseorsrlura Tira Peuyusuea-a Jurnal
a. PenaneggtrreJaxab Oter 50s,(xx,

b. ltedoktur Oter 4{X},(}OO

c. PenyuntlnglEditor Ster 3OO,(XX,

d- Desaia Gralis Oter 18O,OOO

e. Fbt+grafer Qter 1*G,OOA

f. Sekrctarlat Oter 15S,{XX}

g. Pe!6buat Artlkel Per *Ial*maa ztxr,(xx)

1.9.2. Iloaorarlurs Tla Petyusutag B*letln/Iilqralah
a. PenarecaaqJawab Oter .+t {rrtxr(,

b, R,edaktur Oter 3OO,0{}6

e. Peayentlcgl Edltor Ctes 2$O,(XX)

d. Dasarq Gra{i* Otar 1"8Q,0s{}

e. Fotografer Oter 1go,(xxl

f. $ehrrelerlat {}Lar 15(},0ff,

g! FGBbU&t Arttksl Per E*tr*ma* 1ffi,o(x,

1.9.3" ff.raoiartu::r fim Peagelola aeknolcgl hformasi/Pengelola
*Iebsite
a. PeaaagguogJasta.b oa goo,tloo

b. Redaktur OB 4$S,OOO

e. Editot OB 4OO,OOO

d. Web Aduiu OB 35S,O@

e* Seb Dezebper 8E 388,ffN'
f. terebuat *f,tik+l Per E[t[*m*a 1$$,068

}{f}Hr}RAAIiIM PE}TYELEISGG&RA II.'IA!{
1,1d}.1. I{oporarium Per:yeleteffira IIJlaa Tllglat Pe:r{idlkaa Dasar

a- ?cayusun atau ?enbuat Bahaa lfitar I{as&ahl
PelaJaraa

15O,{XN,

b. Peagaxas UJia:r OI{ 240,Ofi)

c. Peaeriksa Sasil UJiat $i*wa/trata
Ujiaa

s,ooo

f.ft}-Z* *fecxat'en Pe*yeleu"waraQita* tiag&.at Feadidikcr 16ss6*{rytk

a. Penyusur ataa Pembu*t Ba.hal {Ijiar I{askah/
PelaJaraa

190,OOO

b. PeagarrasUjlaa OH 27O"Offi

c. Femerik*a $a*il UJtan Sierra/Mata ?,5SO

noX<lnAnr0l* FENULISAII BUTIR SOAL TINGXAT PRoWIiISII
IIABUFA?&'$IKOTS
1.11.1. ile*r>taf,lea Peeyrls+e*n Batlr Seal !ieg&a't

Frovln*I /XabuPaten /Kota
Per tstrtlt

{}osI
1{)s,o(xl

f.ff.a Xoosrarium Telaah Butlr Soal Tiagkat Provltail Kabupaten/
I(ota
a. ?elaah trfiateri So*] Per Satlr 45.{XX

b. aekah Bahasa$oal Prr Butlr 2(),(XlO
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1.L2.

1.13.

L.14.1,

l.l 4.2.

1.1S.

1.16.

t.L7.

ITOT{ORARIUM PEI{Y:ELEITIGGARAA}T XF,GTATAIT PENSIDII{A!{ DAII
PEr,A?IXslt {DrxLA"}
1.1?.1. l{onorariun Pencerana.b &IP 1,o0orom
\.1A.2. Ilosorarlum Pangqiar yanrgborasal darl Iuar sataaa kerJa

peranglat daerr& peryelerggara
€h,r 3m,oco

1.t3*3. Ilre*r*:ln* fel*g#3:raagber*s1 d*rl d*hc se*lea ke$*
pcsscg&ag daeleh perSrele*gara

&I3 3$e,(xxt

1.12.4. Xaaorarium Feryusula.r Xodul lliklat Per Hodul $.{NX},{XX'

f.iZ.s. Ilouorarium Pa.nltia Penyelaug8ara x:gt*tao Diklat
a- Laaa DtLlat s.d. 5 hari:

1l PerrnacuEs Jawab OK 4SG,{XX}

2| I(stualWalll Letua ox 4(Xl,(XXl

3! Se&retaris OK 30t),{xx)

4f Aoggota ox 8OO,0O{}

b. LasalXt&Iat S s.d, 3$h*ri:
1,} Pe**cgungJ*eh
2l ltetua/Rlskil Lotua

Cg
oIl

6"&*!
600,o0()

9f *ekretaris ox 45O,(XlO

4l Aaggota OK 45O,O{X}

e" Lau.a l)lklat lebih dart 3O hart:
1! PenanggurgJaEab OIt 9{X},{Xrc

2f l{etua/\ila&il ketua OI( SOO,OOO

8! Sekrct*ris oxt 6OG,{XX}

at g***ta EE 6ff$,Sge

!I(}}EOR**fi'H TIH A$GGA*A!{ PS.EIERNYTAH DAE.RATT

1.13.1. Honorarins ?ta Aaggarac Pomariata& Daerah
a. Pembisa OB 3,s{X}"{XX}

b. Peorsarab OB arm,ooo
c. l(etua OB 2,sOO,(Xltl

d. SaIrll Ketua OB 2,{roo,o,oo

e. Sekretarls OB 1,5OO,(XX

f, leaet,' G 1,S&{XE
1.14.2- t{anoradqre sc&retstat ttc *agrau Fessritt*h l}aerah

a. Ket*a 03 x.$os.oos

b. $ekretarlg OB 9OO,(XlO

Atrs[ota OB 6OO,CO0

S?A}TOAR BIAYA HAITAN TIITTTfiT KSGIA"A$'RAPAT/I,APA3fGAfr / TIARIAT

a. Haker PorsI 3(},Om

b. Sa*ckflkdapalc. Tatp*.Saka* K+t*h 1S,{XX}

e" erx&Jlcnd*1r*e 4e*g*e UaL*E Iget*& 1&,tNX)

d" uakan/Hisnuq lI*,rlae Pegarat OH 7,9@

S?AI{DAR BIAYA UA}TG IEIIBUR
a, Crolo*ga* IY O., t15,so
b. Golaagaa III o., uo,(xx)
c. Grloagm II o.l t7,o{x}
d. Goloagan I OJ 1i,(}oQ

e. U*atg IEaLas OrssgJ
Xerebsr

2s*{NX}

HOr{SRAnIU!fi tru R#IIIE$ PpIi{}AWASA!{
a. Penaaggungiarab OK 3,?5O'(XX,

b. ga&rl Pesasgr8rngiaqal ox g!4dx),offi

*. Pe*geadall te&*is ott 3,OQ0.W
d. I(etu* fim OK 2,g(X,,(XX)

e. Arlsgota TilE OH 2,$flO,000

f. Srggota Ttm Peadukurag {tioloagaa III} OK 1,?OO,{XX}

!b i*.*gr}t& fiu Perdlrklrrg{G*fc*grs II} CI{ 1,(XXI,{XX}

TIOI{OR.6'RII'U TIIfi PE,$CI'B$fiAI{ LI'FD
a, lletuaTlm Peagare& o$ 4'OOO,O@

b. Argota Pengarah ox 9,75O,(}9{t

c. Ketn*TlmAekals ox g,6(xt,firo

d. Aa*gotatlm ?eLals Ott &,$oolt)&o

e. Sekretarlat ox 3,2SO,{XX}

f. Angqota $ekretarlat OK 3,(XX)r(XlO

IIGSCEEEII}H FATTItTE PEET}IIAPTIIT&8, EEHgIffi}Rf PElr:EA}, I}AX
PE!&IIIAI-&I{ ASE,T

a" }{etus OP ?oo,{x}o

h. Sekretarls OP 65{},mO

c. Arggota OP 60(},{N}0

d. Srkretarlat OP 4OO,O()(}

f. Aaggota Sektotarlat OP SOO,OOO
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tll tzt t3l 14,

1.14.

1.19.

1.2(}.

I{OHORERI{'U TIU PET{GELOL*, S.rPS

1.18.1. Ttagkat Kabupater ya.agditetapkas oleh l{epala l}aerat
a. Peeblua Felrcelola SIPD GB 4,EeO,&X'
L. Peamra& Peugelola SIPD OB 8,25{},(XXl

e. Pea*guagia*ab $IPE G 2"?S$*O{Xl

d- ebePecgehla $IEE Es*aage es 2,g&,{xx}
e, Sa&ll Ketua Fengelola SIPB Kcunr06n OB 2r2SOrercNl

e. Kaordioator Pengsl+ra PereaceaffiB o3 1,75{},{X}O

f. Xoordlaator Pengelola Keuangan OB 1,75O,OOO

g. rtsgota Pergelol* Perercataan t}3 7st},(XrG

h. Argggta Peagelola Kcuaagnn OB 1.200.ffxt
l. Koordlnator Penyuaur Staadar llarga ox 3,0oo,o(x}

J. Anggata PssJrnsuIr stasdar Harga OK 2,s(x!,{XX}

1-14.t- kegdltetq&ae oleh $*krct*sis [k*ra&
*- IEocr4ia*t*r FerSr**e* *egcra* 

"tE$ket 
SlfE ElE 1,S{X},$m

b. Acggats Peryutqn *'p*ar*o fiagkat SKFD ox 1.0@,m
c, Bevlewer Is*pektorat GK tr,5OO,(XXI

d. Hsnorarigs rlasa Keberslhan Ruaah lbadsh OK 1,(XIO,OOO

IIOHORARIIT'fi FEICGELOLA BITD

1.19.I. 1'1a,gEat ltaSuraton yaag dltetaphar cleh l(efala l}aeral
a. Perhlna OB 4,?A$i(}O(}

h. Bepde&aralfaun l}aerah OE 4,{}8$,{XXI

e- Eua* Bcrda&ara tFcu*. Il*rah SB 2,5gd,,{xxl
t.19.2. tloardiaator EI}D yaag dltetapLaa oIeL PPKD aelatu BIID

a. Near{i*ator I5'**gl 81ID re*erbltas SPD OB 1,$OO,OOO

b. Koordlnator II Ftngsl BIID Penerbltaa SPD OB 1,5OO,(XX)

1.19.S. ?im Penerbitaa liPD yang dltetapkalr oleh P?l$) selaku BtlI}
a. Penge*dallaa danYeriftkasi Peaerbita* $PD os I,O(}O,OOO

b. Hcaltortugdan Pelaporat Pcretbltan SPD or 1,OO6,tOO

c. Arallsa dan Essluasl Pererbltas SPI! OB 1,{XX},(XX}

d- Qnratx.du.qdsi$ Peserb*ta* sHtr SB
"i$,{xH1.19.3 ?ls ktet*lt* *P2I) yegg dttet*p*** eleb PPIEtr! *ckke BIII!

a. Pe*gurus RIfiID OE 1,{XX},(XX}

b. YertfiLasl P*r*rbitaa $P2D OB l,o&0,ooo
c. Pengelola selaqia Fegasat daa SLPP OB 1,OO0,SO
d. Cparatcr da"a Adrla Peuertttar tlP2I)

HOI{ORA&IUII I{O$ T$S LAIT{UYA
1.2O.1. flonorarlnm PIII/PHI, {Kategort t}aumf

(}B 75{},{XX'

a- SD OB 1.filo,tXlO
h -ef-.rp Gg 1-rm,(xE
c. *LT* CE r.ztxl,{xH
*. D1 OB 112s,G'{XX}

e. D2 OB 1,goo,o(x!
f. Diploaa-3 OB 1,r100,{xx,
g. Sarjaaa{S1l OB 1,s{X},$OO

1.2O.?, IilonorariunPl{?/PltL Dina* Pendtdika*
a. Peujaga Sekolah OB 4OO,{XX}

b. sI OB 75C,txltl
e. I).l}3JlJI OB 65sJre
d" sg& OB 6{X},O{X}
e. SMP OB 550,(XX)

1.20"8. Elouorariun PIIT/PI{LDinasKcsehataa
1"20.3.1. l{oa PI$SI berdasarkan Pendldikan

a. S1lD4 G3 75O,{X}O
b. D.m OB 6SO,0@
c. S5[A / SIm{ QB $(x),ooo
d $LTP OB 45S,00S

1.2&9."- Sfou P!E! betdasaer*a* PreGEs*

a. tsa&ter $g q(xxl,g(Nt
b. .Arcsta*l og 6,5{}O,(XX!

L,2O.4, Ilsaorarlum PHT/fgL Bldaog Pembanguaaa daa Llagknagan
IIldup
a. Hoaorarius trlor P$S l(husus Persaapa&aa OB 2n(XXl,{XXl
b, Iloaorarl*e ltos PH$ Fet*gas Pertaaaaaa/Xeber*th*n OK 1,2OO,(}olO
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t1t _ t2t l3t t4t

1.r1.

L.m.

1.23.

,,rt E[aftaftfifim PAt KDI{/SBI}I'

"J"s*"tffEoearn..naa 
PAU Vlf lfOfl 1S"p"*1 t}B 3,319,{XX}

b. laserrtlf Peaga.are.n{rr VIP t KI}II {Wektl Bupatlf OB

2a-a- ?Ionotanlua ,fena.sa Ahli DPRD OB 3,0oo,ooo

.2S.4, fionorarium Staf AbIi DPRD OB *,ooo,ooo

1,!A*. Em*:tq*ec*fe i *E #l*a€a
E.2e.t$, Ereoq*ricr 6cE FFS Lai**ya

a. PeaghuluAdat OB 360,OOO

b. dantlr,&dat OB 26t},OOO

c. Kaum OB aoo,coo

d. t*kun Tetaagga OB 2OO,OO,O

e. R:rkun qlarga OB 15(},(}6

nsr rxspextcBAr

a. k***S$*Elerrab gr**gjO&siL 4oz#n(Nxl

b, Wakil Pena*gguagiavab Ora*g/obrik 3,99{},ffX)

s, feafelrdali Tekair orasg/Obrik 3,8$O,O@

d. Kstua Tiln oranglobrlk 3,5OO,OOO

AggeotaTl:m 0rasg,/dlb?ik 3.X5S,{XX}

f" Aoggota Tk Penduk*ng Gol.III Ora.*E/otrtk 2,$oo,offi
g. AnggotaTim PeaduAuugGol. II Orarg/0brtk 2,1OO,OOO

IIC!€CRASIU$ }TAENSIIHEER, HADERAIOR} ATAU FSHEEIFA ACARA
SECfHITCITAL

a- E[oaorarlum ltarasuaher Frofaslonal o..I rr?rooro(K,

L- tTonorrirrm trdoderator ?rofesioaal alt 1,0{x),{xx,

c. Iloaorariurn Pemba*a Acara Profeslsaal OK 75O,OOO

I{OI{OR*RrIIH PEFGEL{,r,A ATSTETI Ar({]x?A]filr $Is"A!wr {ss4
1,23,1, }lcstari/Pejabat S+tisgkat llenteri/Pcjabat !{egara Lainay*
1.23.2. Ke;ula DaerahlPeJabat $etlngkat Kepala llacrah/Fejabat Daars'h

L*ieoya y**g dtsetarak*a
1,23.3. felalatHcalJymgdtstara&e
1.*$.4. Fejabat Eselca llJsrangdlsetara*alr
7.2*.5. PeJabat Eselon III ke bara}/yang dlsetala-ka-a

OrI
&,

&I
GI
OJ

1,?0$,soo
1,4S(},{N}O

1Fff*,txx!
1,ffX,,OOo

9{X},tXX)

I(etqlase&-l
cE : Oraag/Bular
0P : Orang/Pa&et
OJ : Oraag/Jao
clt : &rngjl(egktare
eter : O:ra:*gf?erEit
oII : Orang/Earl
OJP : (}rang/Jaa 9elqiaran

BUPATI BAR1TO TIMUR,

l,l0 JABATAN PATAF

1 lliAKIL BUMTI

2 SEI(RITAfrSDATRA}I. d
3 ASISTEN lr (t

4 Ifi8AG HUKUi{

5 Ka, BPF'.4.0
/1,

6 $iKRr-lARl-c 3pi(tl

7 KABID tA/

B KASUBID v


